
SERI BASIL PENELITIAN KASUS-KASUS
aUKUM SOSIAL KEKELUARGAAN ISLAM

-Oleh : Tim Fakultas Syari 'ah VII

PENDAHULUAN

Mencari ukuran tingkat kesa
daran hukum masyarakat Islam me
ngenai, hukum sosial-kekeluargaan
Islam tentu bukan hal yang, mudah.
Jikaukuran untuk ,menentukan taraf

. tinggi rendahnya kesadaran hukum
itu sendiri tidak mudah, lebih-lebih
lagi untuk dapat mengukur taraf ke
sadaran hukum tmasyarakat ito sen
diri.

Mengenai hukum Islam sen
diri orang bisa berbeda pandangan.
Konsekuensinya, orang bisa meng
anggapdirinya tidak melanggar hu
kum seperti yang dipandang orang
lain. Orang Islam tertentu mungkin
berpendapat bahwa perkawinan se
cara sirri (tanpa mencatatkan diri di
KUA) , sah adanya, tidak dianggap
melanggar hukum Islam sarna seka
Ii, sementara orang .lain mengang
gapnya melanggar hukum Islam.
Orang Islam tertentubisa mengang
gap . tidak me]anggar hukum jika

menikahkan anaknya di bawah
umur, asal~dah memenuhi syarat
mkunpemilfahan ,menumt Islam
(fiq.h), sementaraorang lain meng
anggapnya melanggar hukum'Islam.

Agar terdapat kesamaan pan
dangan, perlu ditegaskan bahwa
pembicaraandalam makalah ini me
lihat hukum Islam bukan "sebagai
"ketentuan fiqbiyah" semata, mela
inkan mencakup pula ketentuan dan
peraturan "pemerintahan" ·yang me
ngatur mengenainya. Dengan kata
lain, dalam membicarakan kesadar
an hukum Islam bukan· semata-mata
kesadaran terhadap. ketentuan fiqhi
yah tadi.

Yang disajikan dalam makalah
ini dibatasi pada hasil-hasil peneliti
an, baik yang dilakukan dosen
maupun'mahasiswa Fakultas Syari'
ah UII Yogyakarta, tahun-tahun ter
akhir. Karena sifatnya, hasil-basil
penelitian ini sebagian .besar lebih
menonjolkan kasus-kasus "penyim-
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pangan hukum", sebab' ito· yang kukan langsungkepada pasangan Sll

menarikuntuk diangkat sebagaiper- ami-isteri, bukankepada petugas
masalahan penelitian. ,KUA.

Karena mahasiswa .Fakultas
Syari~ah VII YogyakartaberasaI
dariberbagai daerah,maka hasil·,
hasil penelitian ini punmencakup
beragam daerah 'atau wilayah. Akan
tetapi, karena tidak semua skripsi
mahasiswa merupakan studi kancah,
apa yang bisa disajikan terbatas

. banyaknya. Namun demikian, diha
rapkan dapat memberikan bahan
untuk pemikiran bersama.

PERKAWINAN

Pelaksanaan UU No. 1/1974
Mengenai perkawinan telah

diketahui bersama bahwa ada pro
duk hukum yang mengatumya, yaitu
UU·' No. 1 Tabun 1974. Salah
seorang mahasiswa mencoba mene
laah pelaksanaan aturan-aturan.yang
terdapat dalam Undang-Undang ter
sebut di sesuatu kecamatan di Jawa
Timur, dari tahun 1980 sampai
1990.· Hasilnya menunjukkan UU
tersebut telah dilaksanakan dengan
baik, walaupun ada beberapa·. yang
tidak berjalan sebagaimana mesti
nya, yakni melanggar ketentuan usia
saat melangsungkan perkawinan
(1,5%), banyaknya orang yang
menjadi saksi (bertanda tangan) •. 00
nya' satu.orang (2,27%), dan· adanya
keberatandari pihak keluarga (ayah
3,03 %, ibn 0,7%). Penelitian dila-

Perkawinan'di Bawah Umur
Perkawinan yang dilakukan 'di

bawah ketentuan uffiurperkawinan
(usia muda) dari penelitian di atas
tidak, tampak menonjol. Oi' tempat
Jain, jika ditelusur Jangsung ke. la
pangan, bukan melalui lembaga
lembaga pemerintahan, tampak ma
sib menonjol dari "sampling" skripsi
mahasiswa tentang perkawinan (se
banyak lima buah) tiga di antaranya
tentang perkawinan usia muda, ter
diri dari satu di Aceh, satu di Jawa
Barat, dan satu lagidi Jawa Tengah,
semuanya diteliti tahun 1992, dan
diteliti karena memang kasusnya
ada.Skripsi· yang lain, termasuk
yang topiknya tentang J>erceraian,
walaupun tidak mengkhusus pada
perkawinan usia muda, seperti ter
lihat. dari contoh di atas, ada· yang
memuncuJkan .datamengenaiperka
winan di bawah umurini.

Sasaran pokok penelitian ten
tang perkawinan di bawah umur ini
beragam, ada yang melihat akibat
nya secara umum, ada yang dikait
kan secara .. khusus dengan percerai
an, dan ada pula yang mengenai
faktor penyebab dan akibatnya.
Salah satu penelitian mahasiswa
menunjukkan dari 100 responden
pasangansuami-isteri, sekitar 50%
'laki-Iakinya kawin di bawah usia 19
tallun, sementara yang perempuan
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juga sekitar 50%dibawah 16 ta~

hun..Pasangan· kawinusia muda .ini
45,46%kawinpadausia muda
karena kehendak orangtua, 36,36%
karena mefasa sudah rilampu kawin
dan 18,18% karena suka sarna suka,
sisanya l{arenaalasan Jain.Syukur
lah, -tidakada yanglcarena sudab
hainil terlebih dahulu(kadang-ka
dang, dewasa ini, sebab "terpaksatt

ini diduga-duga orang amat sangat
mungkin terjadi).

. Hasil amatanmahasiswa lebib
lanjut, daripasangan kawin usia
rouda tersebut ada sebanyak 63,63 %
yang k.emudian bercerai, suatu jum
lah yang cukup besar. Sebanyak
22,72%-nya bahkan bercerai sebe
lum genap satu tabun berumah tang
ga, sementara lainnya 18,18% sete
lab satu tahun, 1.3,63% setelah dua
tabun, dan 9,10% setelah tiga ta
hun. Sebab perceraian terutama ka
rena orang tua terlampau banyak
tUfUt campur (36,36%) dan tidak
bisa berfungsi sebagai kepala atau
ibu rumah tangga (36,36% juga).
Lainnya karena faktor ekonomi dan
suami tidak memberi natkah.

Penelitian lain mendapatkan
83 rumah tangga (KK) yang waktu
kawin berusia 14 s.d. 16 tahun. dan
55 KK berusia 17 s.d. 19 tabun.
Daripasangan usia 14 s.d. 16 tahuil
tersebut diketabui 12,05 %bercerai,
30,12% ekonominya memprihatin
kan,39~76% anak-anaknya kurang
terdidik, dan 18,07% kurangbisa

berdiri sendiri ·secaraekonomis ~

~dahasiswa yang· .lain· menemukan
sebanyak69,23 %pasangan usia
muda melakukan pe(ceraian.

PerkawinanSirri
Perkawinan sirri paling sulit

dilakukan penelitiannya .karename
mang sudah Ifdari sananya" sembu
nyi-sembunyi, dan biasanya barn
ketabuan saatmemerlukan hal-hal
yang bersifat administratif. Di desa
desa kawin sirri mungkin lebih mu
dab diketabui, karena sifat masya
rakat desa yang It isi dapur .pun di
ketahui orang", sementara di kota
kota reJatif lebih sulit diketabui.
Namun demikian, beberapa maha
siswa mencoba melakukan peneliti
an mengenainya, ada yang langsung
berkaitan dengan pelakunya, ada
yang berkaitan dengan usaha Pemu
ka masyarakat setempat mengatasi
oya.

Salah satu penelitian mahasis
wa yang berkaitan langsung dengan
pelaku, da~ dilakukan di Kotamadya
Yogyakarta, setelah bersusah payah,
"hanyamampu" menemukan dan
mewawancarai empat pasangan s3:ja.
Umumnya melakukankawin sirri
karena tidak menyadari arti. penting
pencatatan nikah pada saat melang
sungkan pemikahan, termasuk. ada
yang menganggap itubukan keten
toan agama Islam (tidak ·berarti anti
aturanPemerintab!) .
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PERCERAIAN

Banyaknya Perceraian
Seperti telah diketabui ber

sarna, perceraian dibolehkan dalam
Islam, tetapi tennasukperbuatan
yang tidak disukai Allah. Je]asnya,
sedapat-dapat perceraian janganlah
sampai terjadi. Namun demiJdan,
dalam kenyataan, meski untuk seba
gian kelompok masyarakat, dalam
hal ini pegawai negeri sipil, sudah
"dipersulit" ,peristiwa tersebut tetap
terjadi juga.

Menurut catatan seorang ma
hasiswa dari sebuah Pengadilan
Agama di Jawa Barat, pada tabun
1992 dari sejumlah 3.449 p€rkara
yang diputus oleh Pengadilan terse
but, 3.375 (97,85%) merupakan
perkara perceraian, dan menurut ha-

I sil penelitian mahasiswa yang. lain,
berdasar data di s~buahPengadilan

Agama di Jawa Tengah, daritabun
1988 Sampai 1991 terdapat sebanyak
119 perceraian dari kalangan pega
wai negeri sipil yang diputuskan
Pengadilan Agama tersebut. Pega
wai negerisipil yang melakukan
perceraian tersebut terbanyak guru
SD (47,4%). Guru SMPhanya
6,4% dan ABRI 1,3%. Lainnya
karyawan dari berbagai instansi.

Menurut catatan· mahasiswa
lain .~ PengadiJan Agama di D.l.
Yogyakarta, diketabui bahwa pada
tahun 1990 terdapat sebanyak 289
perkara perceraian· atau sebanyak

82,10% dati 352 perkarayang ma
suk,sementara padatabun 1991ter
dapatsebanyak267 perkara perce
raian dari 339 perkara yang· masuk,
atausebanyak 78;76%-nya.

Dengan kata lain, dilihat dari
porsi perceraian yang ditangani oleh
Pengadilan Agama, Pengadilan
Agama merup~n "Pengadilan Per
ceraian"."

Sebab Perceraian
Dari 119 kasus perceraian di

kalangan pegawai negeri sipil se
perti telah disebutkan di atas, dike
tabui sebariyak57,1 % penyebabnya
adalah berselisih terns meneros,
22,7% suami meninggalkan kewa
jiban, 10,9% berkaitan denganmo
ral, dansisanya de~gan sebab lain.

Di sebuah kabupaten di Jawa
Tengah, seorang mahasiswa yang
meneliti langsung ke / mereka yang
pemah melakukan perceraian pada
tahun 1990-1992, dari97 pasangan
cerai menemukan .faktor penyebab
perceraian dati.· ·pihak suami (laki
laki)adalah karena isteri tidak·mau
berpisah dati orang tuanya (20,6%),
isteri boros .membelanjakanuang
nafkah (15,5%), dan 12,4%karena
mertua· mencari-cari masalah·· rumah
tangga. Lainnya··· dengan.· berbagai
sebab dalam persentase .kecil-kecil.
"Penyelewenganisteri", misalnya,
hanya 3,0% pacaran, dan 5,2%
meninggalkan rumab tanggatanpa
alasan.
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Dari pihak isteri (perempuan)
alasan bercerai dati· suami ·21,3%
nya suami meninggalkanrumah
tanggadengan alasankerja (tapi
tidak mengirimkannafkah?- pen.),
suami· tidak .mampu memberi nafkah
(17,6%),penghasilan suami sedikit
(1~ ,7%), dan suami menikah lagi
(11,1 %).Sebab-sebab lain adalah
karena suami berlaku kasar, suka
mabuk, kumpul kebo, pacaran, ti
dale memperhatikan anak, .dan kare
namertua terlampau ingin tabu uru
san rumah tangga.

Data penelitian mahasiswa ter
sebut menarik, karenadari doku
mentasi Pengadilan Agama lazimnya
diketabui yang menjadi sebab utama
perceraian adalah karena suami ti
dale memberi. nafkah atau karena
faktor ekonomi. Jadi, jelas bersum
ber dari "informasi" isteri, sedang
kan .perceraian menurut "informasi
suami" tidale tampak. Salah satu
data. hasil catatan mahasiswa dari se
buah Pengadilan Negeri di Jawa
Tengah menunjukkan data cerai dari
sebab cerai karena suami tidak
memberi nafkahpada tahun 1983,
1984, 1985, 1986 dan 1987 per
bandingannya berturut-tumt sbb. :
1.090: 1.070, 977:915, 947:909,
974:921, dan 969:918.

Data pada tabun 1990 yang
dicatat mahasiswa dari sebuah Pe
n.gadilanAgama di Daerah Istimewa
Yogyakarta menunjukkan pula bah
wa .isteri mengajukan gugat cerai

karena suami tidak memberi·natkah
(Iahir ootin) sebagai jumlahpersen
tase terbesar (39%). Lainnya seba
nyak 1.6% serong, 15%karena me
nganiaya, dan· sisanya dengan sebab
beragam.

Yang sedikitmenarik, datata
hun 1988-1991 dari sebuah Penga
dilan Agama di Jawa Tengah yang
direkam mahasiswa menunjukkan
faktor·· "ekonomi" bukan faktor do
minan (paling utanla), kendati.·tetap
menduduki urutan besar. Pada· tahuo
1988 alasan faktor ekonomi mendu
dun urutan kedua (30,60%) setelah
aJasan "ada pihak ketiga" (32,12%).
Pada urutan ketiga adalab alasan
akhlak (27,46%). Pada tabun 1989
alasan ekonomi juga menduduki
urutan kOOua (27,49%) setelah. akh
lak (51,05'%). "Pihakketiga" men
duduki urutan ketiga dengan jumlah
sebanyak 14,14%. Pada tabun 1990
aIasan ekonomi hanya menduduki
urutan ketiga (23,68%) setelah akh
lak (32,24%) dan "pihak etiga"
(30,48%). Pada tabuo 1991 kembali
menduduki urutan kedua. (25,60%)
setelah ·akhlak (46,86%), .dan "pihak
ketiga rt sebagai urutan ketiga dengan
jumlah sebesar 14, 14%. Jika akhlak
dan "pihak ketiga" digabungkan
menjadi satu, maka terjadinya per
ceraian karena alasan ekoinomi dari
tabuo ke tabun selalu menduduki
urutan besar kedua.

Keadaan di salah satu daerah
di Jawa Tengah tersebut berbeda
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dengan.keadaandisalab.satu ·daerah
di lawa· Barat. Menurutrekaman
mahasiswa, pada. 'tabun 1992, dati
sebanyak3.339per~ perceraian
yang diputusdi ·sebuahPengadilan
Agama, I.177atau, 35,25% bercerai
karena· alasan ekonomi, sedangkan
karena ·akhlak hanya237 (7, 10%)
dan karena gangguan "pihakketiga"
hanya 443 (13,27%)JTetapi, jib
alasan ekonomi digabungkan dengan
alasan tidak bertanggung jawab
terdapat sebanyak 1.627 kasus
(48,73 %), jadi lebih tinggi. dari
sebab Jain.

Peranan>BP4
Seberapabesar peranan atan

andil BP4 terhadap pencegahaD ter
jadinya·· perceraian, salah satunya
dapat dilihat dari persentase klien
yang. "damai"di BP4 Kotamadya
Yogyakarta yang direkam. mahasis
wa sebagai OOrikut:

Taboo Jumlah Banyaknya
Klien yang DaInai

1989 149 3 (2%)
1990 131 5 (3%)
1991 134 6 (4%)
1992 57 1 (3%)

Data tabun .1992 tampaknya 00
lum data sampai akhir tabun (skripsi
mahasiswadiujikan tabunl992).

J:lerananBP4 dalam .. mengu
payakan tidak. terjadinya. perceraian
tampakkecilsebab, menumt ana
lisismahasiswa, klien yang berkon-

sultasi ke BP4 ·umumnya .. sudah .da..
lam 'keadaan"parah".

PEMB.AGIAN WARISAN

Pembagian warisan dalam ma
syarakat.amat mungkinberagam
bentuk peJaksanaannya, kendati
mempunyai dasar .• yangsama, .sama
sarna berJandaskanfiqh· Islam.Pada
sebagian' masyarakat Islambisa juga
tetjadi pembagianwarisan yang
agak lain dari yang diatur dalam
fiqh Islam.

Disalahsatu 'daerah di Jawa
Barat, menurut penelitian mahasis
wa, masyarakat padaprinsipnya me
nerimaaturan ·.pewarisan. menurut
syari'at Islam, tetapi dalam pelak
sanaanya hal ito hanyaberJakudi
kalanganwarga yang iman-islamnya
kuat saja, pada masyarakat yang,
"awam11 yang dilakukan adalah me-
nurot adat ·.setempat.

Pola Pembagian Harta
Warisan
Oi kalangan kerabatsebuah ke

raton di pulan Jawa, misalnya, me
nurot· penelitian seorang mabasiswa
(1990), pembagian.. hartapeninggal
an milikpribadi Sultan atau kerabat
keraton.·.dilakukan dengan·cara ·yang
tidak seragam. Ada .• yangpem~agi
annyasama< ratabagi seluruhahJi
waris,/ada yang. dengancara·mengu
tamakan anak terakhiratau a.nak
buhgsu, dan ada pula yang .. dilaku-
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kandengan cara···.... wasiat (sebelum
menirJ.ggal .telah~rlDeBentukan· siapa
mewarisi apa - blJkan seperti hibab).

Di sebuah .daerah di Jawa Te
ngah cara. pembagian warisan ·yang
dilakukanlain lagi. Prinsip dasar
y~g dianut adalah "cara damai",
yalrnimenurut·· ·bagaimana kesekpa
katan abli waris ./Jika seseorang .me
ninggaldnnia dengan meninggalkan
harta. beruparumah dansawah, mi
salnya, .. maka ruDlahnyadibagi rata
(asas "sesigar semongko" atau 1: 1)
kepada anak-anak yang semasa hi
dup ayahnya .belum mendapatkan
pemberian rumah, yangpelaksana
annya barudilakukari jika ibu me
reb telahmeninggal dunia. Lazim
nya, bangunan rumah dibagi di an-
tara "anak laki:laki saja, sementara
anak perempuanberbagai perabotan
nyaSC\.ja..

Sawah- tinggalan .dibagi .rata pu
la di antara anak-anak yang beluni

.dibuatkan rumah. Yang sudah _men
dapat rumahboleh .memintabagian
sawah jikadipandang. bagiannya itu
belum seimbangdengan lainnya.

Harta pemberian orang· tua ter
hadap .anak .yang "mulaiberumah
tangga" ,biasanya rumah uotuk anak
laki-lakidanperabotan .rumah·.· bagi
anak perempuan,diperhitungkan se
bagai harta warisan. Jadi, jib sudah
memadai, tidakberhak mendapatkan
lagi harta peninggalan ayahnya.

Di salahsatudaerahdi Jawa
Barat pembagianwarisallltyadilaku
kandengan memarohterlebihdahu~

luhartagono-gini bagi,suamilisteri
yang ditinggalkan, baruseparuhnya
dibagi-bagidi antara anak-anaknya
denganc~ bagi rata.Pembagian
menurut Islam (2: 1) dianggap ma
syarakattidak- adil,menimbulkan
percekcokian.

Pembagian warisan,. jika anak
anak masih kecil-kecil,belumdila
kukan, baru dilakukan jika anak
anak sudah besar (dewasa).

Pewaris (Ahli Waris)
Di daerah Jawa Tengah,seperti

telah disebutkan di mub, isteri
orang yang meninggal,berbedade
ngan hukum Is)am,tidak· -mendapat
kan warisanapa-apa, selain sekedar
uDtukmencukupi kebutuhan' hidup
nya saja, yang lazimnya juga dito~

pang oleh anak-anaknya.

ADak angkat, jika ada akte no
tarisnya, sarna ..seperti anak kan
dung, jadi mendapatkan harta waris
an juga.Jika tidak ada akte notaris
nya tidakboleh mewarisi ap~pun

walaupun pengangkatannya sejak
yang bersangkutan· masihbayi.

ADak. yang lahir diluar· perka
winan yang syah tetap bisa menda
patkan warisan dariayahsebenamya _
jika·sl ayah meninggaldunia. "Anak
di. luarnikah" yang .bukan anaknya
sendiri tidak me~arisi apapun dari
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~g yangmeBinggal ("ayah" yang cucu tetap mendapatkan warisaD~

suami···ibunya).

·Pewarisanharta.hanya bersifat
"vertikalke··bawah." Artinya, harta
warisanhanya diwatisioleh isteri
danatau anak-anak, baik anaknya
yang ada ito laki-Iald dan perem
puan, laki-Iaki saja, ataupun perem
puan saja.Ahli watis lain: ayah,
ibu, .neneklkakek,paman, kemena-
kandan lain-lain tidak berhak men
dapatkan watisan.

Hartawarisan di daerah Jawa
Barat seperti telah disinggung di
muka diwariskan kepada semua
anak' keturunan walaupunan~ ito
berbeda ilgama dengan orang yang
meninggal yang' beragama Islam.
Jadi, perbedaan agama tidak men
jadi.. penghalang hak memperolah
warisan. Selain ito, semua ahIi wa
ris, tidak pandang dzawul furud,
ashabah, maupun dzawul arham,
berhak mendapatkan warisan yang
sarna. Prinsip dasar yang dianut
adalah semua anak keturunan berhak
mendapatkan harta warisan.

ADak angkat di daerah ini juga
diakui sebagai ahli· waris, tetapi da
lam urur.an terakhir~ begitu· pula
kerabat-kerabat lain. Tetapi, cucu
(anak darianak yang sudah mening
gal)justru tidak memiliki bale waris
an, _tau'.disebut dengan "ketutupan
kajang, ...kecualijikameninggamya
si··ayablibu··setelah· kakek 'meninggal
sebelumharfa.warisandibagikan, si

TataCaraPeDlbagian
Warisan. daDPcnyel.ian
seDgketa
Di daerahJawaTengab tersebut

di muka,pembagianwarisanbiasa
nya. disaksikan oleh Kepala .Desa
dan· Modin~ Tetapi,walau. ada< Mo
din, yang lazim .dilakukan dalam
pembagian wari$8.l1adalab menurut
adat setempat seperti telah digam
barkandi alas, yakni be,asaskan
"sesigar' semongko" atau sarna rata
(laki-laki 1- perempuan juga 1),
bukan "Im-Iaki sepikulan, perem
puan segendongan" (2:1).

Jib ada masalah dalam pem
bagian warisan,Pengadilan Agama
haaya berwenang ~emberikan fat
wa, yakni jib para ahli watis rela
menggunakanhokum Islam. Jib ti
dak, perkara diselesaikan melalui
PengadiJanNegeri, dan P.N. ini
selalu ~empergunakan hokum adat
sebagai patokan.

Perselisihan dalam soaI waris
mewaris didaerah ini, menurutpe
nelitian mahasiswa· tersebut, yang
kerap terjadi adalah yang berkaitan
dengan hibab wasiyatdan wasiyat.
Yangberkaitan <fengan hibahwasi
yat misalnya sewaktu· si ayah ·masih
bidupmemberikan .... sebagian tanah-

. nya pada .anakbungsD ·yang.'paling
disayanginya,yangkemudian.· digu
gat saudara-saudaranya yang Jain
setelab si ayahtDeninggal (padasaat
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masihbidup 'tidatberaoi). -

'¥'IiI.·.'--.<t1eIIgao··.•.·••·..wasiyat
~.;·.taUl··,kareDa·· .•·.•·· •.~· tan
padlketabui olehYMg·lainatau tan
pa,ada saksi,· '-.ungpadayang
ber$lBgkutaI1. 'Ada:jllpyang·mewa
siy.anlebihdarisepertigaharta-D'......balinijaltgltlC2t~
munculnya pgatan., "dati' •. '. saudara-
saudaranya ·.·yanghliDatau'petSeng
ketaan warisan.. penyelesaian seng
ketab~ya eukup diseJesaika.ti
melaluiKepala Desayang' menye
Jesaikannyadengan asas -damai"
adat setempat yang berprinsipkan
"sesigar semongko," dan tidak .per
nab' ada .yang sampaikePengadilan.
Para pesengketa lazimnya juga tidak
menghendaki diatur denganhukum
waris Islam.

Gono-Gini
Di daerah Jawa Tengah seperti

telah disebutkan di muka,harta go
no-gini suami isteri yang tidak
mempunyai keturunan dibagi "sesi
gar semongko11 antara suami dan is-
teri. Harta bawaan suami dan.bagian
dari gono-ginidikembalikan kepada
keIuarga suami menjadi ,bak warisan
mereka.

Di daerahJawaBarat, daerah
yang telah disinggung di. mub, di
kenai adanya "amanat" dari "pening
galwarisan (orang yang mening
gaI).AmaDat inisejenis wasiyat be
mpa pembagian hartawarisaasebe
tum ". yang bersanglwtan .'. menmggal.

Jadi,·sebctum~aI·s~<.·
sudahmeaetlpkan.siIp(~
apa' ..••~.•.•••...•_~ ••
tetjadi.lceributan···soaI~·~
ngan~, seteIah~...
anak 'keturuBansudah .tahu "b__
(warisaDftya)masmg-tnaSing, lidak
perludibagi~bagi ·lagi.

Jib .yang.··meninggat··dunia .telah
memberikan hibah, .maD •pada saa~

pembagianwarisan, hibah ito turot
diperhitungkan.·

Peranan PengadiJan.Agama.
Menurut 'catatan mahasiswa'<4J,ri

sebuah Pengadilan Agama di D.1.
Yogyakarta,dari tahun 1986 sampai
dengan tahun 1991 perkara warisan
(pembagian harta benda perkawin
an)hanyaada tiga bsus.lni brena
sebelum UU No. 7/1989disyahkan,
penyelesaian masalahharta bersama
masyarakat Islam pun merupakan
wewenang PengadiIan Negeri.. De
ngan demikian, seperti terlihat. pula
dari uraian tentang perceraian, ma
salah selain perceraian belum ba
nyak yang "hams ditangani"Penga
dilan Agama.

PERWAKAFAN

Sertifibt Tanah Wakaf
Perwakafan tanah, seperti telah

diketahui bersama, telah. diatur da
lam Peraturan Pemerintah Nomor
28 Tallun 1977 -yang.ditindaklanjuti
antara lain:dengan' Peraturan Men-'
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darl sisasnya sebanyak 11 ,2% tidak
bersurat.

Jadi, dari 192 tanah wakaf ada
27 buah (14,06%) yang bersertifikat
dan 26 buah(13,54%) sedang daIam
proses.

Hasit rekamanmallasiswa di
kabupaten· .yang.lain (dari>organisasi
yangsama)diketahuidarisebanyak
349 ··tanah wakaf terdapat ····95 buah

3

AIde
Nopris

Dalam
Proses

o
6
6
o
7
o
7

Menurut rekamal) salah seorang
mahasiswa Fakultas Syari;ah un
Yogyakarta di kabupaten laindi
DIY, pada tabun 1992, dari orga~

nisasi yangsama, diketahui dari se
banyak 192 lokasi tanahwakaf (se
bagicm tanah wakaf lainnya tidak
bisa diperoleh datanya dari organi
sasi tersebut) baru sebagian keell
yang sudah tersertifikatkan, sebagi
an kecil lainnya dalam proses, dan
lainnya belum tersertifikatkan.Se
bagai contoh, data per ranting~orga..
nisasi yang bisa diperoleh,perban"~

dingan tanab wakaf denganyang su
dab· tersertifikatkan dan dalam pro
ses sbb.:

Tanah Terserti
Wakaf fikatkan

23 2

29 °
13 2
18 3
25 2
28 19
28 1

teriDalam Negeri Nomor 6 Tahun
1977 tentang t8tacara pendaftaran
tanah wakaf, peratnranMenteri
Agama dan Menteri Dalam. Negeri
Nomor 1 Tahun 1918 yangmenga
tur anatara lain tentang' ikrar wakaf,
PPAIW, nadzir, perubahan dan pe
ngawasan, dan lain-lain.

Salah seorang mahasiswa men
coba meneliti problematika perwa
kafan tanah milik setelah· berlakunya
Peraturan Pemerintah tersebut di sa
lah satu kabupaten di Propinsi D. I.
Yogyakarta. Dari penelitian tersebut
diketahui bahwa menurut catatan
Kandepag setempat pada tab'un 1992
(saat penelitiandilakukan) tanOO wa
kaf di kabupaten tersebut' yang
sudahbersertifikat ada· sebanyak
23,5%, yang sudah ber-AIW seba
nyak. 45 %, dan sisanya belum ber
AIW (31,5 %) dari sejumlah tanah
wakaf yang luasnya sebanyak
301.146,08 m2 , atau sebanyak
1.367 lokasi. Jelasnya masih ada se-
banyak 430 lokasi seluas
114.924,15 m2 yang belum ber
AIW apalagi bersertifikat.

Data.dari salah satu organisasi
Islam besar di salah·satu kabupaten
di Yogyakarta, menurut hasil re
kaman ·dosen-dosen FakuJtas Syari
'ah UII Yogyakarta,menunjukkan
dari sebanyak 250·tanah wakaf yang
diwakafkan pada organisasi ini (or-
ganisasi .sebagai nadzir)sebanyak
55,2% sudah bersertifikat, 33,6%
berakte penyerahanwakaf (AIW),
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HasiI penelitian mahasiswa me
nunjukbn pula bahwa fabor biaya
sertifibsi merupabn keDdala peo
sertifibtan taoah wabf~i walaupun
Pemerintah sudah menebn biaya
sertifibsi tersebut serendah mung
kin..

2) Ada pOl )~g ditarik kem-.~·

bali (lleh ahli waris
UDtuk diW8bfbD Ice pihak
laiD (breDa tidIk meajadi
angota organkasi tersebut)
atau abn .doIa sendiri ..

3) Belum tersepabtiDya pemi
libn taDab .wabf setclab

.. rya pengembangan orga
Disasi (milik cabang organi
sa~ yang sama: deDgan me
Ilbal asaI-umi pewabfan
atau Iokasinya.)..

d .. SebagiaD ranting tidak mempu
nyai biaya untukpengurnsan akte
wabf..

PengglQlZlD taaaIt _akat
Baik menurut penelitian dosen

maupun mahasiswCl., tanah wakaf. di
DIY sebagian besar ma.~ih dipergu
nabn untol masjid.. Atau~ dengan
kata lain~ tampaknya masyarabt
(waif) memang menyengaja mewa
bfbn tanahoya u~ mesjid~ bu
bo sekedar' untuk apa sap peng
gunaaaya terserab nadzir_ Rasil pe-
nelitian ,timdosen Fakuhas 8yari ~ah
UII Yogyakarta,misaloya, menuD-'
jukbn dati 250 tanab wakaf ter
sebut di atas sebanyak15S dan6S
buah (88%) untuk mesjid dan mu-

daBitIaD·masih baaF
~ __ bdum tersertifi-

btkaD. dan •• tercatatbR.. '

empat fabor peayebabD
a.. Masih

ti'

Pr~ Scrtifibsi TaaaIt
f

prosedurnya..
'KMenataDab. wakaf diperoleh ja

m PP No.. 2811911. ma
igian arsip ~pewabf-

an;rr- taoah wabf yasg diperlukan
uotuk •. sertifikasi sudah biJang~ se
mentara wakifnya telah meoing
pi duDia~ dan ahli warimya. suld
ditemul_

, c~ S1atus.pemilibn .. ·wabfti
dak jela brena :
1) Ada'ketidabepakatan antara

wait; deogaa keJuarganya1

bahkaD'keJuarga wakif ada
yaagmeoggugatoya dan me
mi,.·dijual sap,
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Catalan:·

Keberagaman tata cara·· pewaris
an merupabn hal yang menarit
pula uDtukdiperhatikan. TampU
bahwa tidak sedikit ada! yang .me
nentukan polapewarisan sistem "se
sigar semongko", bukan."lati-lati
sepikulan, perempuan segendong
an." Sementara adaadat yang me
mang berbeda sarna sekali dari 'ke
tentuan ·fiqh Islam, semisaJ membe
rikan warisan pada. anak angkat, ..,sis
tim "amanat" dan lain-Jain.

Nama peneliti dan lokasi pene
litian tidak disebutkan karena lazim
nya penelitian untuk ,skripsi diper-

,syaratkan untuk "tidakdipublikasi
kan."' Dengan tidak menyebutkan
lokasi .secara .. tegas, diharapkan :per
SY8.nJtan tersebut tetap terpatuhi.

PENUTUP

sballa, 69 buah (27,6~) ;untuk se- itu, usaba-usabapreveDtiftenta .per
kolab, dan sisanya UIltUk~- ,ludilakukanbersama.
macam (kantor, panti asuhan, dan
lain lain).

Telah disebutkan di muka bah
wa uDtukmengukur' kesadaran hu
kum rnaSyarakat Islam terhadap hu
m'm Islam tidak mudah menetapkan
to)ok ukumya dan cara mengukur
nya. Apa' ,y~g 'disajikan .dalam ma
kaJah ini Jebih merupakan informasi
bahan pemikiran bersama untuk me
ningkatkan kesadaran huku~ masya
rakat Islam.

Dalam penv,~an, sertifikasi
tanah wakaf belum sebagaimanadi
harapkan. Tampaknyabukan karena
kesadaran hukum .masyarakat yang
rendah, melainkan lebih ditentukan
faktor "sarana" . Andaikata .ada
"sponsor" yang bisa mengatasi ke
sulitan keuangan tersebut, tentu
akan bermanfaat sekali~ Para .kong
lomerat Islam diharapkan bisa turon

PersoaJan kedua yang memer- , .tangan mengatasinya. Amin.
lukan perhatian bersama adalah ma-
sih .relatif tingginya tingkat perce
raiandi kalanganumat Islam, wa
laupuD segala daya dan upaya telah
diusahakan untuk mencegahnya.
Dna penyebab utamanya, seperti te
lab diketahui di atas, adalah kele
~ahan akhlak 'dan ekonomi. Dengan
demikian dua" sisi ini perlu menda
patkan perhati~ lOOih. Peranan apa
rat .Pengadilan Agama dan petugas
BP4 karenanyaperlu ditingkatkan
sebagai "juru damai". Lebih dari

Yang tampak .menonjol untuk
ditangani adalah berkaitan dengan
perkawinan <Ii bawah umur, karena
tampak mudharatnya seperti terbukti
,dari. hasil-hasil penelitian' yang telah
disajikan <Ii atas.
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